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Kelautan Nasional

ikanan {DKP) sejuk pemerintahan Presi-
den Abdurrahiman Wahid sckitar empat a-
win falu ienjudi momentam awal bagi muncul-

B crdivinya Departemen Kelautan dan Per-

tya, kesadwan dan perhatian publik terhadap  berdusarkan Keppres No 3372002, Padahal,

rendayagunaan dan pemanfaatan potensi sum-
rerdaya laut. Sumberdaya laut pada masa latu
wnya dipandang  scbelah  mata, padahal
»olensinya luar biasa besar. Lebih dari setengah
tbad, sejak Indonesia merdeka, sumberdaya laut
idak dimanfaatkan secara optimal alias terlantar
fan minim sentwhan kebijakan pembangunan.
Salam kurun waktu tersebut kebijakan pemba-
f nan terfokus pada pemanfaatan sumberdaya
dam daratan seperti kehutanan, pertambangan,
erkebunan, pertanian dil. Pada saat sumberdaya
faratan mulai mengalami degradasi, kini publik
‘aulai ramai berpaling untuk memanfaatkan
otensi sumberdaya laut yang selama ini kurang
2jamah.
Sewakiu Sarwono  Kusumaatmadja menjadi
acnteri pertama di DKP ada visi besar atau se-
© nacam hidden agenda yang hendak diperjuang-
an, yailw meniadikan DKP sebagai institusi
ang kuat dan diperhitungkan dalam kabinet pe-
nerintahan (erutama dalam membangun dan me-
iyatukan kebijakan pembangunan kelautan.
wyangnya, agenda besar beliau tersebut tiduk
ndmpu - dilanjutkan oleh penerusnya. Pejabat
nenteri kelautan dany’ perikanan yang sckarang
ai ternyata tidak memahami semangat dan visi
esar DKPdi bidang kelautan ketika pedanma kadi
fibentuk.
Konflik Antar Institusi
Scjak DKP dipimpin oleh Rokhmin Dahuri,
xrsomlan kelautan sama sekali tidak menjadi
wian yang serius, DKP cenderung hanya
nengurusi masalah perikanan saja. Kewenangan
IKP di bidang kelautan justru menimbulkan dis-
arsi dan konflik antarinstitusi pemerintahan. Ada
eberapa alasan yang dapat dijelaskan kenapa
«eberadaan DKP sekarang ini menjadi persoalan,
sfutama menyangkut ketidakefektifan tugas dan
vewenangnya dalam  mengurus masalah-
nasalah kelautan. Sebagai departemen teknis,
sntunya DKP mempunyai tanggungjawab
ilam menggerakkan sektor riil. Pertanyaannya
ckarang, sektor riil apa yang menjadi tang-
ungjawab DKP? Dari kinerjanya selama ini
2las bahwa sekior riil yang digarap DKP hanya-
ih perikanan, Namun demikian, DKP tampak-
ya juga berupaya memasuki wilayah tugas dan
ewenangan instansi pemerinlah lainnya, antara
2
Pertama, Menteri Kelautan dan Perikanun
ienjadi Koordinator atau Ketua Tim Pengendali
an Pengawps Pengusahaan Pasir Laut (TP4L)
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semestinga yang mengendalikan pengawasan
dan pengusahaan pasir Jaut adalah departemen
energi dan suimberdaya mineral (ESDM).

Kedua, pembelian kapal patroli pencurian ikan
dilakukan tanpa melalui koordinasi dengan
aparat keamanan dalam hal ini TN AL. Kebijak-
an tersebut justru kontraproduktil’ scbab me-
nimbulkan dualisme pengawasan terhadap pe-
manfaatan sumberdaya laut. Padahal, pengaman-
an wilayah laut selama ini ada dibawah kewe-
nangan- TNT AL.

Ketiga, kepesisiran mulanya merupakan bi-
dang tugas Kementerian Lingkungan Hidup
(L), tetapi saat ini seakan "dirampas” olch DKP
dengan mengangkat isu ckonomi masyarakat
pesisir. Dengan adanya isu ckonomi masyarakat
pesisir, DKP antara lain mengeluarkan kebijakan
pemberdayaan ckonomi masyarakat pesisir
(PEMP). Dengan program PEMP ini jelas DKP
"berjalan sendiri” tanpa melakukan sinergi kebi-
jakan dengan kementerian koperasi dan ‘UKM.
Kebijakan PEMP ini memang bertujuan mencip-
takan * kelembagaan  ckonomi  baru  bagj
masyarakal pesisir dan sengaja dikembangkan
untek menandingi keberadaan KUD Mina yang
konon dianggap banyak KKN-nya. Namun
dalam prakiiknya ternyata program PEMP ini
menjadi biang keladi munculnya praktik KKN
gaya baru secara massal dun sistematis baik di
pusat maupuan ducrah.

Keempat, dalam mengatasi masalah pengelo-
laan dan pendayagunaan pulau-pulau kecil di In-
donesia, DKP bertindak mirip “pahlawan ke-
siangan”. Padahal tugas-tugas pengelolaan pu-
lau-pulau kecil di Indonesia selama ini telah dija-
lankan dan berada di bawah kewenangan bebe-
rapa lembaga pemerintahan, seperti departemen
dalam negeri, luar negeri, pariwisata, energi dan
sumberdaya mineral, lingkungan hidup, pertani-
au, industri, perdagangan, perhubungan, TNIAL,
badan pertanahan nasional (BPN) dan badan
koordinasi penanaman modal (BKPM).

Kelima, dalam soal harta karun yang ada per-
airan di laut, DKP memposisikan sebagai lemba-
ga pemerintah yang turut bertanggungjawab.
Padahal, sclama ini tgas penyelidikan dan peng-
angkatan harta karun tersebut berada dibawah
tanggungjawab instansi pemerintah seperti
departemen pendidikan nasional, pariwisata dan
kebudayazn dan TN AL.

Dari beberapa penjelasan di atas, bisa dikata-
kan bahwa keberadaan DKP dalam struktur pe-
merintahan saat ini telah menciptakan overlap-

ping Wgas dan kewenangan dalam pembangunan
kelauian. Ada kecenderungan bila tidak di-
evaluasi keberadaannya pada pemerintahan
pasca Pemilu 2004, DKP ini akan semakin me-
rusak sistem pemerintahan dan akan menggang-
gu kelangsungan pembangunan kelautan di masa
mendatang.
Birokrasi Korup

Selain masalah struktur kelembagaan, tgas
dan wewenangnya sebagaimana dijelaskan di
atas, DKP pun menyimpan masalah internal biro-
krasi yang korup. Amat disayangkan DKP se-
bagai lembaga pemerintahan yang relatil’ baru
harus tercoreng nama baiknya karena menempati
urutan keenam scbagai departemen yang korup.-
DKP ini ibaratnya Jumbung padi baru yang di-
serbu, dimasuki dan digérogoti oleh tikus-tikus
rakus dan serakah. Tidak heran, bila personaliz
yang ada di DKP mayoritas. adalah mantan
birokrat yang “terbuang” atau sengaja me-
ninggalkan instansi lamanya. Scbagian dari
mereka ini sangat berpengaluman scbagai free
riders. ' '

Indikasi adanya tindak pidana KKN di DKP,
antara lain, periama, kelidakberesannya pengu-
rusan perizinan kapal ikan, [in kapal ikan bisa
cepat kefuar kalau ada kenalan orang daiam DKP
dan scbaliknya bila tidak ada yang kenal orang
dalam atau dengan mengikuti proscdur yang
scmestinya, surat perijinan akan lama atau sulit
keluamya. Kedua, pelaksana proyek ditentukan
sebelum tender dilakukan. Praktik yang de-
mikian lazim dilakukan supaya mudah menen-
tukan komitmen fee proyek yang besamya sa-
ngat bervariasi antara 5-40 persen. Ketiga, "me-
ngakali” perjalanan dinas, yaitu dengan meng-
gandakan berpulub-puluh lembar surat per-
jalanan.dinas untyk ditanda-tangani olch pejabat
pada instansi daerah yang dituju. Surat-surat per-
jalanan dinas itu akan digunakan ‘scbagai alat
untuk melakukan tindak korupsi.

Komprador Gaya Baru
Masalah lainnya yang ada di DKP adalah fe-

nomena praktik bisnis kelautan yang semata- |

mata hanya mencari keuntungan tanpa mengin-
dahkan kaidah lingkungan. Praktck bisnis se-

-macam itu selama ini marak terjadi dan seolah te-

lah menjadi kelaziman. Praktek bisnis demikian
biasanya menjalin kerjasama -atau beraliansi
dengan para komprador yang diperankan oleh
para cknum pejabat di DKP.“Gejala kompra-
dorisasi pada bisnis kelautan ini seringkali terja-
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di baik secara legal maupun ilegal. Hal yang
demikian biasanya terjadi pada bisnis yang bersi-
fat sangat eksploitatir seperti penambangan pasir
laut, dan penangkapan ikan di liu,

Selain adanya fenomena prakick komprador
bisnis kelautan, ada pula fenomena komprador
gaya baru. Komprador gaya baru ini dilakukan
oleh oknum-oknum di dalam peimerintahan yang
mengurusi bidang kelautan, Mereka menjual
informasi tentang potensi sumberdaya funt kepa-

- da pihak asing yang tujuannya untuk menda-

patkan dana dari pihak asing. Dana tersebut tidak
digunakan untuk aktivitas produktif’ melainkan
dipergunakan untuk melakukan scjumlah riset
mengenai pengelolaan sumberdaya pesisir dan
laut yang sama tidak berorientasi pada ke-
pentingan masyarakal,

Modus yang dilakukan oleh para komprador

- gaya baru ini adalah menawarkan berbagai ma-

cam program semisal proyek pesisir, coremap,
sea grant dan marine and coastal resources ma-
nagement project (MCRMP). Mercka scakan
berjasa mampu mendalangkan dana dari pihak
asing, padahal motif/lujuan mereka mengem-
bangkan program tersebut Justru untuk menjual
informasi potensi sumberdaya laut kepada pihak
asing disamping untuk meraup keuntungan dari
dana asing tersebut.

Dari tiga program yang pemah dikembangkan
yaitu proyek pesisir, coremap dan MCRMP sama
sckali“mﬁk'/f%ﬁb TRATAImMEER yang signilikan
bagi kesejahteraan masyarakat di wilayah pesisir,
Demikian pula dengan program sea Lrant yang
berkedok sebagai program kemitraan bahari
tetapi sesungguhnya bermaksud menggadaikan
sumberdaya laut untuk mendapatkan dana pihak
asing dengan mcmaniaatkan perguruan tinggi.
Oleh karena iw sepatutnya program-program
pembangunan yang dikembangkan dan dikenda-
likan oleh para komprador gaya baru ini harus
segera dihentikan, Sebab selain gagasannya tiduk
bermoral dan bermartabat Juga akan merugikan
kepentingan nasional bangsa Indoncsia,

Agenda Pasca Pemilu

Adanya beberapa permasalahan seperti yang
dikemukan di atas, menunjukkan bahwa keber-

adaan DKP sckarang ini bukan saja tidak ber-

manfaat tetapi: juga telah menjadi beban bagi pe-
merintah dalam membangun sckior kelautan.
Sebaiknya keberadaan DKP pasca pemiju 2004
tidak dipertahankan seperti sckarang ini, namun
harus dirubah atay diatur kembali struktur ke-
lembagaannya termasuk tugas pokok dan fungsi

(upoksi) nya. _ ,
DKP yang awal mulanya diharapkan schagai

* lembaga pemeriniah yang representatil” melaku-

kan upaya trobosan menciptakan kebijakan-ke-
bijukan yang mampu meningkatkan kapasitas
pembangunan kelautan, ternyata jauh dari harap-
an. Ketidakmampuan DKP dalam melaksanakan
thgas-lugas berat yang diemirannya dibidang

kelawtan, barangkali Karena kesalahan format

kelembagaan pada awal pembentukannya, Hal

ini terlihat diri adanya tupoksi yang dicmban

DKP justu mendistorsi dan ~atan bahkan

tumpang tindih dengan tupoksi lembaga peme-

rintah fainnya,

Ada beberapa agenda penting yang patut di-
perjuangkan menjelang dan pasca pemilu 2004,
agar kelautan menjadi masa depan pembangunan
Indonesia. Pertama. memilih calon presiden
yang memiliki visi dan misi dalam membangun
Kelawtan nasional. Setiap presiden yang tempilih’
dimasa mendatang scharusnya memiliki perha-
tian yang serius terhadap pembangunan kelautan,

Kedua, untuk mewujudkan supremasi negara
bahari, sudah saatnya arransemen kelembagaan
pemerintah yang mengurusi sckior kelautan di-
atur kembali. Indonesja semestinya memiliki ke-
lembagaan pemerintah yang kuat agar dapat
membangun scktor kelautan nasional dengan
benar dan tcpat. Ada baiknya presiden terpilih
hasil Pemilu 2004 mempertimbangkan pemben-
tukan kabinet maritim, Dengan kabinet maritim
mudah-mudshan pemerintah mendatang scrius
menjadikan Jaut scbagai masa depan, pemba-
ngunan Indonesia. Dalam Kabinet maritim inj
DKP schaiknya diuhah menjadi depertemen per-
ikanan (depkan) dan kementerian koordinator
kelautan (menko kelautan), -

Ketiga, pembangunan kelautan Indonesia jauh
tertinggal dibandingkan dengan ncgara-negara
letangga seperti Jepang, Korca, RRC, Thailand,
Malaysia dan Pilipina. Untuk mengcjar keter-
linggalan (erscbut, pemerintah Indoncesia harus-
lah segera menyusun grand design pembangun-
an kelawtan dalam bentuk manifesto politik atau
semacam dokumen blue prins pembangunan
kelautan nasional, Dengan adanya dokumen bine
print tersebut dihacapkan arah kebijakan pem-
bangunan kelautan nasional menjadi jelas dan
terarah di masa mendatang, -

Mudah-mudahan dengan cara mengedepan-
kan pembangunan kelautan. maka di masa men-
datang bangsa Indonesia akan terhindar dari se-
gala bentuk ancaman yang akan mengganggu ke-
utuhan wilayah NKRI, Semoga "Jaya Veva Jaya
Mahe” menjadi kenyataan. ***

(Penulis adalah pengamal masalah kelautan,
tinggal di Bogor, Jabar),




